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Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi Negara dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman 
bersama-sama dengan Mahkamah Agung.Dimana Mahkamah Konstitusi memiliki 
wewenang mengadili dan memutus perkara. 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang diputuskan pada 
Tahun 2019 ini memuat tentang beberapa hal, diantaranya adalah Mahkamah 
Konstitusi mencabut ketentuan di dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 
42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, tentang Hak Eksekutorial yang ada di 
Pemegang fidusia atau Kreditur telah di hapuskan, sehingga memberikan dampak 
dan pro kontra. Bahwa putusan ini memberikan dampak yang dirasa kurang adil 
bagi pemegang fidusia. 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan  pemahaman dan pengetahuan kepada 
pembaca. Jenis penelitian ini adalah Normatif, dengan teknik pendekatan 
perpustakaan atau library research. 
 
 
















The Constitutional Court is a high state institution in the Indonesian constitutional 
system which is the holder of judicial power together with the Supreme Court. 
Where the Constitutional Court has the authority to hear and decide cases.  
The decision of the Constitutional Court Number 18/PUU-XVII/2019 which was 
decided in 2019 contains several things, including the Constitutional Court 
revoking the provisions in Article 15 paragraph (2) of Law Number 42 of 1999 
concerning Fiduciary Guarantees, concerning Executional Rights existing in the 
fiduciary holder or creditor has been abolished, so that it has an impact and pros 
and cons. That this decision has an impact that is felt to be unfair for the fiduciary 
holder. 
This study aims to provide understanding and knowledge to the reader. This type 
of research is normative, with a library approach technique or library research. 
 
 










Barang siapa belum pernah merasakan pahitnya meuntut ilmu walau sesaat, ia 
akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. 
 
- Imam Asy-Syafi’i 
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  BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. LATAR BELAKANG 
Menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memajukan pembangunan 
ekonomi nasional guna masyarakat yang sejahtera dan adil yang didasarkan pada 
Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.Dalam upaya memelihara dan 
melakukan pembangunan ekonomi yang berkesinambung, baik pemerintah 
maupun masyarakat yang bisa disebut sebagai pelaku pembangunan baik 
berbadan hukum maupun perseorangan.Dengan adanya program dalam 
pembangunan ini jelas meningkatkan pula kebutuhan terhadap pembiayaan yang 
tidak sedikit. Untuk memenuhi kebutuhan agar pembangunan tersebut dapat 
berjalan maka dilakukanlah oleh para pelaku pembangunan untuk mencari dana 
pada lembaga pembiayaan dengan cara keridit.1 
 Fidusia adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Romawi, “Fides” 
yang artinya Kepercayaan. Dengan begitu arti kepercayaan adalah hubungan 
antara Debitor (Pemberi Fidusia) dan dengan Kreditur  atau juga (Penerima 
Fidusia) atau dapat disebut juga sebagai pemegang fidusia , merupakan suatu 
hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Dimana bahwa Penerima fidusia 
Percaya bahwa Debitur  tidak akan menyalah gunakan barang  jaminan yang ada 
dalam kuasanya, serta dapat mengembalikan Prestasi yang telah di pinjami oleh 
Kreditur. Sebaliknya Pemberi Fidusia pun mempercayai bahwa Kreditur pasti 
                                                          
1 Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, Bandung : 




akan mengembalikan hak miliknya setelah Prestasinya terpenuhi terhadap 
Kreditur. 
Fidusia merupakan salah satu jaminan kebendaan yang dikenal dalam 
hukum positif di Indonesia, dan sebagai jaminan.Jaminan fidusia banyak 
digunakan oleh masyarakat bisnis.Mengenai fidusia dan jaminan fidusia sendiri 
secara normatif diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 
Jaminan Fidusia. Pengertian fidusia disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 yang 
berbunyi : 
“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar 
kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan 
tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. 
Selanjutnya, pengertian jaminan fidusia menurut ketentuan Pasal 1 angka 
2 Undang-Undang Jaminan Fidusia, berbunyi : “Jaminan Fidusia adalah hak 
jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak bewujud dan 
benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak 
tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 
tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, 
sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang 
diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.” 
Adapun pengertian dari Debitur dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang 
Jaminan Fidusia adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau 
Undang-Undang. Kreditur juga dapat di sebut sebagai Pemberi fidusia dimana hal 




menyatakan bahwa peerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi 
pemilik Benda yang menjadi obyek Jaminan fidusia, sedangkan pengertian dari 
Kreditur yang tertuang dalam Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Jaminan Fidusia 
adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang. 
Kreditur atau juga sebagai Penerima Fidusia dan sekaligus sebagai Pemegang 
Fidusia adalah adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai 
piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia, hal ini sesuai 
dengan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Jaminan Fidusia.  
Objek jaminan fidusia dalam Undang-Undang Jamnan Fidusia diberikan 
pengertian yang luas. Objek jaminan fidusia dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu: 
1. Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud; dan 
2. Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak 
tanggungan. . Yang dimaksud sebagai bangunan yang tidak dibebani adalah 
Rumah Susun.2 
Dalam rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 
Perjanjian itu di definisikan sebagai suatu Perbuatan hukum yang di lakukan 
seseorang atau badan hukum, yang mengikatkan diri untuk memberikan sesuatu 
atau berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu kepada perorangan atau badan 
hukum yang lain. Maka dapat kita garis bawahi bahwa dalam rumusan pasal 1313 
                                                          
2  H.Salim HS.,Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, 




Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.bahwa sebuah perjanjian akan melahirkan 
sebuah Kewajiban atau Prestasi antara Debitur dan Kreditur.  
Dapat di sempurnakan pula dalam pasal 1314 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata bahwa Kewajian atas Debitor yang melakukan hutang harus 
dibuatkan catatan (Kontra-Prestasi).3Dibuat oleh Notaris sebagai Pejabat Pemuat 
Akta. Bahwa Pasal 1314 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  mengatur untuk 
dilakukannya pencatatan atas perjanjian kridit untuk memberikan kesadaran 
kepada Debitur bahasanya sebuah Prestasi yang diberikan oleh Kreditur memiliki 
kosekuensi dan aturan yang apabila Debitur atau Kreditur lalai akan perjanjian 
yang telah disepakati maka kedua belah pihak dapat menuntutnya di Pengadilan 
Negeri setempat atas Perbuatan Melawan Hukum ataupun adanya Wanprestasi. 
Dari jenis-jenis perjanjian maka perjanjian yang diambil untuk perjanjian 
fidusia meliliki  sifat obligator .4 Dimana perjanjian bersifat obligator adalah 
sebuah perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang sepakat untuk mengikatkan 
diri dan melakukan pernyerahan suatu benda kepada pihak lain.  
Perjanjian hanya dapat dilakukan apabila para pejanji memenuhi syarat sah 
sebuah  perjanjian yang diatur dalam Undang-Undang. Kosekuensi di terapakan 
pula dalam hal ini, apabila para pihak yang melakukan perikatan  tidak memenuhi 
syarat obyektif dan syarat subyektif yang tertuang dalam pasal 1320 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata,  maka perjanjian dapat batal demi hukum. Atau 
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dengan kata lain perjanjian yang telah dibuat tidak pernah lahir dan tidak pernah 
ada sebuah  perikatan yang melahirkan prestasi antara debitur dan kreditur. 
Untuk melahirkan sebuah perikatan  maka para pihak harus sepakat untuk 
memenuhi hal-hal yang dikehendaki sebagai pokok utama sebagai syarat sah 
utama perjanjian yang  subyektif untuk melakukan sebuah perjanjian yang akan 
dicatatkan di dalan kontra-Prestasi. Sebagaimana telah diatur di dalam  pasal 1321 
sampai dengan 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  
Pada dasarnya semua orang cakap dalam melakukan perjanjian kecuali 
anak dibawah umur, dan yang ada dibawah pengampuan serta mereka yang 
dinyatakan pailit oleh keputusan pengadilan (Pasal KUHPerdata).Bahwa telah 
dibahas pula diatas bahwa suatu perjanjian harus memiliki suatu obyek yang 
diperjanjikan.Obyek tersebut adalah sesuatu barang jual yang berupa benda 
bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki nilai.Dan syarat sah perjanjian 
yang terakhir adalah adanya Klasula yang halal, dimana isi dari perjanjian itu 
harus memuat sebab akibat seseorang melakukan perjanjian.Dimana Klasula halal 
adalah suatu tindakan yang tidak melangar asusila dan yang dilarang oleh 
Undang-Undang yang berlaku Indonesia. 
Sudah menjadi suatu kelumrahan bahwa debitur kerap melakukan 
wanprestasi dengan tidak membayar cicilan kredit kepada perusahaan pembiayaan 
selaku kreditur sehingga menimbulkan kredit macet.Kredit macet bagi debitur 
pada umumnya karena tidak mampunya debitur mengatur kemampuan 




cara menggadaikan atau menjual jaminan fidusia di bawah tangan kepada pihak 
lain. Tentunya hal ini menimbulkan kerugian bagi perusahaan pembiayaan, 
terlebih debitur dan jaminan fidusia kerap tidak diketahui lagi keberadaannya. 
Sebagai study kasus dalam melejitnya transportasi yang juga ikut 
berkembang sejalan dengan berkembangya globalisasi yang juga mengalami 
kemajuan ditambah dengan gencarnya pemasaran produk melalui iklan oleh 
produsen menambah daya tarik masyarakat untuk membelinya. Di dalam 
pembasan ini yang menjadi produk transportasi adalah kendaraan bermotor, 
dimana ketika seseorang ingin membeli  produk sepeda motor akan ditawari 
dengan kemudahan, yang mana para pembeli tidak diharuskan membayar penuh 
atas pembelian sepeda motor tersebut, namun juga dapat melalui sewa beli dalam 
jumlah tertentu kepada lembaga pembiayaan yang sudah melakukan kerjasama 
dengan pihak dealer. 
Sebelum menyepakati biaya sewa beli, cicilan yang harus dibayarkan 
setiap bulannya para debitur dan kreditur melakukan perjanjian secara tertulis 
guna mengatur antara hak dan kewajiban debitur dan kreditur.Kreditur adalah 
lembaga pembiayaan yang berkewajiban memberikan Prestasi (uang atau barang) 
kepada Debitur (orang yang berpiutang), sementara Debitur pula berkewajiban 
menganti Prestasi tersebut dengan ditambah bunga. 
Ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur 
bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama 




Selanjutnya, Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan 
kreditur mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia 
atas kekuasaannya sendiri apabila debitur cidera janji. 
Apabila dicermati, materi dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang 
Jaminan Fidusia memiliki persoalan konstitusionalitas.Hal ini dikarenakan, posisi 
debitur yang keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia lebih lemah karena 
kreditur dapat mengeksekusinya tanpa mekanisme eksekusi pengadilan. 
Tindakan sepihak di atas berpotensi menimbulkan tindakan 
sewenangwenang dan kurang manusiawi baik fisik maupun psikis oleh kreditur 
yang acapkali mengesampingkan hak-hak debitur.Selain itu, frasa “cedera janji” 
dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak menjelaskan 
faktor-faktor yang menyebabkan debitur mengingkari kesepakatan dengan 
kreditur.Hal ini mengakibatkan hilangnya hak debitur untuk membela diri dan 
menjual objek dengan harga wajar. 
Adapun amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 
yang menjadi Kontra/dirasa merugikan Kreditur sebagai Pemegang fidusia, antara 
lain :5 
1.  Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 
tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) 
sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan 
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-
                                                          




Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap 
jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji 
(wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek 
yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum 
dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan 
berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah 
berkekuatan hukum tetap”;  
2.  Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 
tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) 
sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak 
ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan 
antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang 
menentukan telah terjadinya cidera janji”.  
3.  Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan 
Undang- 126 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 




“terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji 
dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi 
jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam 
pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan 
berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah 
berkekuatan hukum tetap”; 
Bahwa  Agus Yudha Hernoko dalam seminarnya mengemukakan  bahwa 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ini masih menjadi 
kontra di dalam khalayak serta mengakibatkan adanya beberapa kosekuensi yang 
akan muncul, antara lain : 
1. Proses eksekusi yang obyek jaminan fidusianya akan berjalan lebih 
lama dan berbelit-belit, karena Putusan Mahkama Konstitusi telah 
mencabut Hak Eksekutorialnya. 
2. Biaya yang tingi, dan kerugian serta inefiensi oleh Kreditur. 
3. Berkurangnya pendapatan Negara dari Penerimaan Negara Bukan 
Pajak (PNBN). 
4. Kurang mendukung iklim bisnis yang kondusif. 
5. Terjadinya paradoks terkait dengan kebijakan Pemerintah terkait 
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B. RUMUSAN MASALAH 
Sebagaimana yang telah dijabarkan pada latar belakang diatas, maka agar 
lebih dapat dipahami Peneliti  merumuskan beberapa masalah yang akan di bahas 
dalam Proposal ini, rumusan masalah tersebut antara lain : 
1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Pemegang fidusia pasca Putusan 
Makhamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ? 
2. Apa sajakah yang menjadi faktor-faktor penghambat Pemegang fidusia dalam 
pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia ? 
 
C. TUJUAN PENELITIAN 
Berdasarkan dari Latar Belakang Masalah di atas, maka Peneliti memiliki 
2 (dua) Tujuan yang menjadi landasan dalam pokok Penelitian ini, yaitu : 
1. Untuk mendeskripsikan tentang Perlindungan Hukum terhadap Pemegang 
fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019. 
2. Untuk mengkaji tentang faktor-faktor penghambat dalam jaminan fidusia pasca 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019. 
 
D. MANFAAT PENELITIAN 
Manfaat penelitian yang telah penulis lakukan terkait penelitian  
denganjudul“Perlindungan hukum terhadap pemberi fidusia pasca Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”. 





1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas bagi 
pembaca tentang perbandingan Hukum Pasca Putusan Makhamah Konstitusi 
Nomor 18/PUU-XVII/2019, mengenai hak dan kewajibannya. 
2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman atau perbandingan bagi 
pembaca, praktisi, atau pemerintah dalam pengembangan literasi peraturan 
perundang-undangan dalam Perkeriditan dengan Jaminan Fidusia atas Putusan 
Makhamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. 
 
E. TINJAUAN PUSTAKA 
Berikut penulis ilustrasikan/deskripsikan beberapa penelitian terkait 
dengan penelitian terkait dengan tema “Perlindungan Hukum Terhadap 
Kepentingan Pemberi Fidusia Pasca Putusan Makhamah Konstitusi Nomor 
18/PUU-XVII/2019”, Untuk itu penelitian ini menunjuk dan menghadapkan 
peneliti yang lain, berikut peneliti paparkan : 
1. James Ridwan Efendi, dalam jurnalnya yang berjudul “Eksekusi Objek 
Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-
XVII/2019”. Jurnal ini meneliti tentang Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Pasca 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Jakarta Selatan. 
Dengan tujuan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
18/PUU-XVII/2019 dengan beberapa teori yang perlu di cermati dari beberapa 




dilakukan oleh peulis Penelitian yang dilakukan oleh James Ridwan Efendi 
“Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
18/PUU-XVII/2019” di Jakarta selatan yang hanya fokus terhadap penelitian di 
Jakarta Selatan, sementara peneliti yang dilakukan oleh penulis dilakukan 
dengan mengkaji dari beberapa literatur. 
2. Agung Pitra Maulana, Muhamad Azhar “Penafsiran Cidera Janji Oleh 
Mahkamah Konstitusi Terkait Eksekusi Jaminan Fidusia dan Implikasinya”. 
Penelitian ini adalah mengetahui bagaimana penafsiran Mahkamah Konstitusi 
terhadap pemaknaan “cidera janji” terkait eksekusi jaminan fidusia dan apa 
implikasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menafsirkan: 
pertama, adanya “cidera janji” tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur, 
melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur. Kedua, 
terhadap objek jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan “cidera janji”, maka 
segala mekanisme hukum dalam eksekusi berlaku sama dengan pelaksanaan 
putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. 
 Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada kajian pokok Undang-Undang 
tentang bagaimana sistematikan Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia pasca 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang benar, 
sedangkan pada penelitian terdahulu diatas fokus kepada keseluruhan isi Pasal 





3. Weni Sepalia “Perlindungan Hukum Berbasis Asas Proposional Terhadap 
Debitur dan Kreditur Dalam Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia”, tesis ini 
mmbahas bagaimana Undang-undang mengayomi para debitur guna 
melindungi hak hak debitur sebagai pemberi fidusia guna menciptakan 
keadilan. Penelitian Weni Sepalia di dalam tesisnya yang berjudul 
“Perlindungan Hukum Berbasis Asas Proposional Terhadap Debitur dan 
Kreditur Dalam Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia”, memfokuskan hanya 
kepada bagaimana asas proposional dapat digunakan secara bijak. Sedangkan 
peneliti yang dilakukan oleh penulis lebih mengembangkan kajian fokus yang 
terdahulu. 
Pada kesimpulannya adalah dari ketiga penelitian tersebut masih ada 
kekurangan pada setiap versinya. Penelitian ini membahas secara mendetail 
mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Fidusia Pasca Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 untuk lebih mengengbangkam 
penelitian lebih lanjut oleh penulis. 
 
F. METODE PENELITIAN 
1.  Jenis Penelitian  
Jenis penelitian ini adalah Library Research (penelitian kepustakaan). Penelitian 
kepustakaan adalah  penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur 




terdahulu.7 Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan karena menggunakan 
data sekunder berupa bahan-bahan kepustakaaan. 
2. Pendekatan  
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
Normatif. Penelitian hukum normatif adalah salah satu proses untuk 
menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin- 
doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi.8 Dalam penelitian ini, 
peneliti menggunakan pendekatan normatif guna untuk menelaah lebih dalam 
perbandingan tentang sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 18/PUU-XVII/2019. 
3. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder. 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan (Library 
Research). Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu berupa 
bahan-bahan hukum yang diperoleh secara online.Untuk mengumpulkan data 
pada penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis bahan hukum yaitu: 
a. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya 
mempunyai otoritas. Terdiri dari: 
                                                          
7 Soejono dan H. Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, 
hal. 56. 





1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 
2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia 
3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 
4) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) 
5) Rechtreglement voor de Buitengewesten (Rbg) 
6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 
 
b.  Bahan Hukum sekunder 
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang akan memberikan suatu 
penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini peneliti 
menggunakan bahan hukum sekunder seperti literatur-literatur, buku-buku, 
jurnal hukum, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan hukum.  
 
4. Metode Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian 
hukum ini adalah studi kepustakaan (Library Research), yaitu mencari landasan 
teoretis dari permasalahan penelitian dengan cara membaca buku dan 
mempelajari literatur yang berhubungan dengan penelitian hukum ini, juga 
penulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan sebagainya yang 
selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis. Tujuan dari studi pustaka 
pada dasarnya adalah menunjukkan jalan permasalahan penelitian.Pada 




ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekuder9.  Bahan hukum (data 
sekunder) mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, melingkupi buku-buku 
sampai pada dokumen-dokumen resmi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. 
 
5. Metode Analisis Data 
Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan metode 
analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif adalah dalam hal ini 
mengkaji secara mendalam dari bahan hukum yang ada, kemudian 
digabungkan dengan teori-teori yang mendukung dan ditarik kesimpulan. 
Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis secara kualitatif 
untuk memberikan solusi atau preskripsi terhadap rumusan masalah atau 
menginterpretasikan bahan hukum kedalam bentuk kalimat yang tersusun 
secara sistematis sehingga diberikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai 
dengan rumusan masalah untuk kemudian ditarik kesimpulan. 
 
G. RUMUSAN SISTEMATIKA PENULISAN 
Laporan penelitian ini akan disusun dalam empat bab yang masing-masing 
saling berkaitan. Keempat bab tersebut adalah sebagai berikut: 
BAB I Pendahuluan. Bab ini memuat: latar belakang masalah, permasalahan yang 
akan dicari jawabannya, tujuan penelitian yang merupakan jawaban dari 
permasalahan yang diangkat, manfaat penelitian,  tinjauan pustaka, metode 
penelitian, dan sistematika laporan penelitian. 
                                                          
9Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-




BABII Landasan Konseptual. Bab ini akan memuat landasan teoritik menguraikan 
tentang pengertian pengaturan hukum, perundang-undangan, regulasi,  
prosedur hukum. 
BAB IIIHasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini memuat mengenai gambaran 
bagaimanakah pengaturan pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap pasal 15 yang terdahulu dan yang 
setelah Putusan Mahkamah Konstitusi yang sekarang.   
BAB IVPenutup. Bab ini memuat simpulan yang merupakan jawaban dari 
permasalahan dan asumsi-asumsi yang telah dikemukakan sebelumnya, 








A. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM DAN PERLINDUNGAN 
HUKUM 
1. Pengertian Hukum 
Menurut Immanuel Kant, Hukum adalah keseluruhan syarat 
berkehendak bebas dari orang yang satu untuk dapat menyesuaikan diri 
dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang 
kemerdekaan.10Sedangkan pendapat dari ahli Hukum Thomas Hobbes, 
Hukum adalah perintah-perintah dari orang-orang yang memiliki kekuasaan 
untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain.11 
Hukum dapat didefenisikan dengan memilih satu dari 5 (lima)  
kemungkinan, antara lain, yaitu:  
a. Sesuai dengan sifat-sifatnya yang menjadi dasar, logis, relijius, atau pun 
etis. 
b. Mengacu pada sumbernya, yaitu Undang-Undang. 
c. Melihat efeknya di dalam kehidupan masyarakat. 
d. Menurut metode pernyataan formalnya dan pelaksanaan otoritasnya. 
e. Dan menurut tujuan yang ingin dicapainya.12 
                                                          
10 Wawan Muhwan Hairi, Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Setia, hal .22, 2012. 
11 Zainal Asikin, Pengantar Ilmu Hukum, Rajawali Pers, hal. 10, 2011. 




Hukum dalam pengertiannya adalah perangkat asas dan kaidah-kaidah yang 
mengatur suatu  hubungan antar manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan  
kekerabatan, kampung atau desa, atau suatu negara.13 
Beberapa pakar hukum menyatakan tentang pengertian hukum antara lain : 
Hampir semua ahli hukum mengutarakan atau memberikan definisi 
umum tentang Hukum  yang dipandang dari segi sisinyasendiri yang 
menurut seleranya masing-masing sesuai dengan pandangannya sendiri. 
Kemudian juga Lili Rasyidi, mengemukakan bahwa hukum itu banyak 
seginya tidak mungkin dapat dituangkan hanya ke dalam beberapa kalimat 
saja. Oleh karena itu, jika ada yang mencoba merumuskan hukum, sudah 
dapat dipastikan definisi tersebut tidak sempurna.14 
Dengan demikian beberapa rumusan definisi dari pengertian hukum di 
atas menjadi gambara untuk melukiskan arti hukum. Karena tidak ada 
definisi hukum yang dibilang sempurna. Serta masih banyak lagi definisi-
definisi tentang hukum dan pengertian tentang hukum, kesimpulan atau 
benang merah yang dapatdiambil bahwa hukum itu mengatur tentang 
hubungan manusia dengan masyarakat.  
 
2. Tujuan Hukum 
Hukum adalah bagian dari perangkat kerja sistem sosial. Fungsi 
sistem sosial ini adalah untuk mengintegrasikan kepentingan antar suatu 
anggota masyarakat, sehingga tercipta keadaan yang tertib. Hal ini 
                                                          
13 Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Ilmu Hukum, Alumni, hal.4, 2009. 





mengakibatkan bahwa tugas hukum adalah mencapai dan menciptakan rasa 
keadilan, yaitu keserasian antara nilai kepentingan hukum 
(rechtszekerheid).15 
Adapun beberapa tujuan hukum yang di definisikan menurut para ahli 
sebagai gambaran , antara lain :16 
a. Menurut teori etis, hukum hanya semata mata bertujuan untuk 
mewujudkan keadilan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh filosof 
Yunani, Aristoteles didalam karyanya Ethica Nicomachea dan Rhetorika 
yang menyatakan bahwa hukum mempunyai tugas yang suci yaitu 
memberi kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya.  
b. Menurut teori utilities, teori ini diajarkan oleh Jeremy Bentham bahwa 
hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah 
saja. Pendapat ini di titikberatkan  pada hal-hal yang berfaedah bagi 
orang banyak dan sifatnya umum tanpa memperhatikan soal keadilan. 
Menurut Bentham hakikat kebahagian adalah kenikmatan dan kehidupan 
yang bebas dari kesengsaraan, karenanya yang dimaksud manusia 
melakukan tindakan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan yang 
sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Baik buruknya tindakan 
itu diukur dari baik buruknya akibat yang di hasilkan tindakan itu. Suatu 
tindakan dapat dinilai baik jika tindakan itu menghasilkan sebuah 
                                                          
15Saut P. Panjaitan, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Asas, Pengertian, dan Sistematika). 
Palembang: Universitas Sriwijaya, hlm. 57, 1998. 





kebaikan sebaliknya, dinilai buruk jika mengakibatkan keburukan 
(kerugiaan).  
c. Teori yuridis dogmatik menyatakan bahwa teori ini bersumber dari 
pemikiran positivitis di dunia hukum yang cenderung melihat hukum 
sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri karena hukum tak lain 
hanyalah kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, hanya sekedar 
menjamin terwujudnya kepastian hukum, kepastian hukum itu yang di 
wujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan 
hukum. Menurut penganut teori ini, meskipun aturan hukum atau 
penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang 
besar bagi mayoritas anggota masyarakat, hal itu tidak menjadi soal, 
asalkan kepastian hukum dapat terwujud. 
Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea 
keempat disebutkan, bahwa tujuan hukum positif adalah melindungi 
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta 
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan sosial. 
 Berdasarkan tujuan hukum tersebut diatas Soedjono Dirdjosisworo 
menyatakan bahwa tujuan hukum yang sebenar-benarnya adalah 




Hukum itu mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan 
masyarakat.17 
Dan dapat digaris bawahi bahwa tujuan hukum yaitu untuk adanya 
kepastian hukum dalam masyarakat, memberikan rasa keadilan, dan 
kesejahteraan. 
 
3. Pengertian Perlindungan Hukum 
Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk 
pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat 
keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada 
korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak 
manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas 
pemeriksaan di sidang pengadilan.18 
Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi 
hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, 
kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu 
perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan 
hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam 
                                                          
17 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Grafindo Persada, hal. 17, 
1994. 
18 http://seputarpengertian.blogspot.com/2014/01/seputar-pengertian-




bentukrepresif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis 
dalam rangka menegakkan peraturan hukum.19 
Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila 
mengandung unsur-unsur sebagai berikut:  
a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya  
b. Jaminan kepastian hukum 
 c. Berkaitan dengan hak-hak warga negara  
d. Adanya sanksi hukuman.20 
Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia landasannya adalah 
Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara yang didasarkan pada konsep 
Rechstaat dan Rule Of Law. Dimana prinsip perlindungan hukum di 
Indonesia menitik beratkan pada prinsip perlindungan hukum pada harkat 
dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Sedangkan prinsip 
perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber 
dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi 
manusia tersebut merupakan konsep yang lahir dari sejarah barat, yang 
diarahkan kepada pembatasanpembatasan dan peletakan kewajiban oleh 
masyarakat dan pemerintah.21 
Macam-macam Perlindungan Hukum Perlindungan hukum dapat 
dibedakan mrnjadi dua macam yaitu:  
                                                          
19 Benedhicta Desca Prita Octalina, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban 
Eksploitasi Ekonomi, http://e-journal.uajy.ac.id/7178/1/JURNAL.pdf, Diakses pada tanggal 14 
Januari 2021 
20 http://repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.html, Diakses Pada Tanggal 14 
Januari 2021. 
21 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 




a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh 
pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya 
pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan 
dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan 
rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. 
 b. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan 
suatu perlindungan akhir berupa sanksi berupa denda, penjara, dan 
hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau 
telah dilakukan suatu pelanggaran.  
Philipus M Hadjon dalam bukunya menyebutkan sarana perlindungan 
hukum ada dua macam, yaitu sebagai berikut: 
 a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan hukum preventif ini, 
subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau 
pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk 
yang definitive. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. 
Perlindungan hykum preventif sangat besar artinya bagi tindakan 
pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dengan adanya 
perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersikap 
hati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang didasarkan pada 
diskresi. Belum banyak diatur mengenai sarana perlindungan hukum 
bagi rakyat yang sifatnya preventif, tetapi dalam perlindungan hukum 





b. Sarana Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif 
bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan 
hukum represif ini dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan 
Administrasi. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemeritah 
bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan 
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah 
dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan 
terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada 
pembatasanpembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan 
pemerintah. Sedangkan prinsip yang kedua mendasari perlindungan 
hukum terhadap tindak pemerintah adalah prinsip negara hukum. 
Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi 
manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia 
mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dari tujuan negara 
hukum.22 
 
B. TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN FIDUSIA. 
1. Pengertian Umum TentangJaminan Fidusia. 
Jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu zekerheid 
atau cautie.Zekerheid atau cautie mencangkup secara umum cara-cara 
kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, di sampih pertanggungan jawab 
umum debitur terhadap barang-barangnya. Konstruksi jaminan dalam 
                                                          




definisi ini dikemukakan oleh Hartono Hadisoeprapto dan M. Bahsan. 
Hartono Soeprapto berpendapat bahwa Jaminan adalah "sesuatu yang 
diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur 
akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari 
suatu perikatan". Dan istilah yang digunakan oleh M. Bahsan berpendapat 
bahwa jaminan adalah "Segala sesuatu yang diterima kreditur dan 
diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat. 
Kedua definisi jaminan ini yang dipaparkan oleh Hartono Hadisoeprapto 
dan M. Bahsan adalah: 
 1. Difokuskan kepada pemenuhan kewajiban kepada kreditur (bank);  
2. Ujudnya jaminan dapat dinilai dengan uang;  
3. timbulnya jaminan adanya perikatan antara kreditur dan debitur.23 
 Jaminan fidusia dikenal dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 
42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan bahwa jaminan fidusia 
adalah " Hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak 
berwujud dan benda tidak bergerak khusunya bangunan yang tidak dapat 
dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-
Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada 
dalam penguasaan pemberian fidusia, sebagai agunan sebaai pelunasan 
utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada 
penerima fidusia terhadap kreditur lainnya".  
Unsur-Unsur jaminan fidusia adalah: 
                                                          




1. Adanya hak jaminan; 
 2. adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak 
berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak 
dibebani hak hak tanggungan.  
3. Benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi 
fidusia; 
 4. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur.24 
 
2. Objek Dan Subjek Jaminan Fidusia 
a. Benda Menjadi Obyek Jaminan Fidusia. 
Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan 
Fidusia objek jaminan fidusia dibagi menjadi dua, yaitu;  
1. benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud;  
2. benda yang tidak bergerak, khususnya benda yang tidak dibebani oleh 
hak tanggungan. Yang dimaksud sebagai bangunan yang tidak dibebani 
adalah Rumah Susun.25 
Objek jaminan fidusia sebagaimana terdapat dalam pasal 1 ayat (2) 
Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan 
sebaagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat (4) dan pasal 3 Undang-
Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, mendapat penjabaran 
lebih lanjut pada pasal 9 UndangUndang No. 42 Tahun 1999 Tentang 
Jaminan Fidusia yang mengatakan bahwa: " Jaminan fidusia dapat diberikan 
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terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik 
yang telah ada pada saat jaminan maupun diperoleh kemudian". Dari 
ketentuan tersebut objek jaminan fidusia bisa satu benda tertentu atau 
lebih.26 
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 U.U.F. tersebut di atas, maka 
dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya benda yang dapat menjadi objek 
jaminan fidusia adalah benda bergerak, dan benda tetap (tidak bergerak) 
khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan. 
Benda-benda tersebut yang menjadi objek jaminan fidusia adalah 
sebagai berikut; 
1. Benda Tetap 
  Benda tetap adalah benda yang menurut sifatnya tidak dapat 
dipindah-pindahkan, seperti tanah dan bangunan yag berdiri melekat 
diatasnya. Benda tetap karena tujuannya adalah benda yang diletakkan pada 
benda tetap sebagai benda pookoknya untuk tujuan tertentu, seperti mesin-
mesin yang dipasang pada pabrik. Tujuannya adalah agar dapat dipakai 
secara tetap dan tidak untuk dipindah-pindahkan (Pasal 507 BW). 
Sedangkan benda tidak bergerak dapat dibedakan menjadi 3 
kelompok, yaitu:  
1) Menurut sifatnya  
Menurut ketentuan Pasal 506 KUHPerd menyebutkan  bahwa 
benda tidak bergerak menurut sifatnya adalah benda  yang menurut 
                                                          





sifatnya tidak dapat dipindah atau berpindah dari  satu tempat ke tempat 
lain. Contohnya tanah, pohon, rumah. 
2) Berdasarkan peruntukkannya atau tujuannya  
Pasal 508 KUHPerd memuat ketentuan mengenai benda 
berdasarkan peruntukkannya atau tujuannya, Pasal tersebut menyebutkan 
benda tidak bergerak ialah benda yang melekat  dengan tanah atau 
bangunan meskipun tidak bersifat permanen, dengan tujuan untuk 
mengikuti tanah atau bangunan tersebut  untuk waktu yang lama.  
3) Berdasarkan ketentuan undang-undang  
Benda tidak bergerak menurut ketentuan undang-undang adalah 
segala benda-benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang oleh 
ketentuan undang-undang disebut atau dinyatakan sebagai benda tidak 
bergerak.27 
2. Benda Bergerak 
Benda bergerak adalah benda yang menurut sifatnya dapat 
dipindahkan (Pasal 509 BW). Benda bergerak karena ketentuan undang-
undang adalah hak-hak yang melekat pada benda bergerak (Pasal 511 BW), 
misalnya hak memungut hasil atas benda bergerak, hak memakai atas benda 
bergerak, saham-saham perusahaan. Arti Penting dari klasifikasi ini terletak 
pada penguasaan (bezit, take hold), penyerahan (levering), daluwarsa 
(veryaring), pembebanan (bezwaring). Benda bergerak dapat dibedakan 
menjadi 2 kelompok: 
                                                          




1) Berdasarkan sifatnya 
Pasal 509 KUHPerd menyebutkan bahwa benda bergerak berdarkan 
sifatnya adalah benda yang karena sifatnya dapat dipindah dan berpindah 
dari satu tempat ke tempat lain, contohnya mobil, motor, kapal. 
2) Berdasarkan ketentuan Undang-undang 
Benda bergerak berdasarkan ketentuan undang-undang adalah benda-
benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang ditentukan sebagai 
benda bergerak oleh ketentuan undang-undang. Contohnya surat utang, hak 
pakai hasil, dan saham.28 
 
b. Subyek Jaminan Fidusia 
Subyek dari jaminan fidusia adalah mereka yang mengikatkan diri 
dalam perjanjian ini, yaitu pemberi fidusia (debitur) dan penerima fidusia 
(kreditur).  Para pihak yang menjadi subjek jaminan fidusia adalah pemberi 
dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau atau 
korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan 
penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai 
piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.29 
 
 
1. Asas-asas Fidusia : 
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Tan Kamelo dalam Andi Prajitno menyatakan terdapat tiga belas asas 
- asas hukum jaminan fidusia, antara lain:  
1. Asas preferensi atau yang biasa disebut dengan droit de preference, yaitu 
asas yang memberikan hak istimewa atau diutamakan kepada kreditor 
dibandingkan kreditor lainnya dalam hal pelunasan utang debitur. Asas 
ini terdapat dalampasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia. 
 2. Asas droit de suite atau zaaksgevolg, yaitu asas yang menyatakan bahwa 
jaminan fidusia tetap mengikuti bendanya kemanapun benda tersebut 
berada. Dari asas ini dapat diketahui bahwa jaminan fidusia adalah hak 
kebendaan (zakelijkrecht) dan bukan hak perorangan (persoonlijkrecht) 
karena asas droit de suite ini tidak meliputi hak perorangan. Asas ini 
dapat terlihat dalam pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia.  
3. Asas accesoir, yaitu bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian 
tambahan atau ikutan, yang mana perjanjian pokoknya adalah perjanjian 
utang piutang (perjanjian kredit). Asas ini dapat dilihat dalam pasal 4 
Undang-Undang Jaminan Fidusia.  
4. Asas kontinjen, yaitu asas bahwa jaminan fidusia dapat diberikan 
terhadap utang yang baru akan ada atau akan timbul dikemudian hari. 
Asas ini dapat dilihat dalam pasal 7 Undang-Undang Jaminan Fidusia.  
5. Asas bahwa jaminan fidusia dapat diberikan terhadap benda yang baru 
akan ada dikemudian hari. Inilah salah satu perbedaan jaminan fidusia 




sudah ada (pasal 1175 KUHPerdata). Realisasi asas ini dapat terlihat 
dalam pasal 9 UndangUndang Jaminan Fidusia.  
6. Asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap bangunan atau 
rumah diatas tanah milik orang lain. Jadi jaminan fidusia ini dapat juga 
meliputi benda tidak bergerak khususnya bangunan diatas tanah milik 
yang tidak dibebani dengan hak tanggungan. Asas ini dapat dilihat 
dalampasal 2 dan penjelasan pasal 3 huruf (a) Undang-Undang Jaminan 
Fidusia.  
7. Asas spesialitas, yaitu asas yang menentukan bahwa subyek dan obyek 
yang menjadi jaminan harus tertera secara lengkap dan detail. Asas ini 
dapat dilihat dalam pasal 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia.  
8. Asas publisitas, yaitu bahwa jaminan fidusia harus didaftarakan ke 
Kantor Pendaftaran Fidusia guna memberikan kepastian hukum terhadap 
jaminan fidusa tersebut. Asas ini dapat dilihat dalam pasal 11 jo. pasal 12 
Undang-Undang Jaminan Fidusia. 
 9. Asas bahwa pemberi jaminan adalah orang yang mempunyai 
kewenangan hukum terhadap objek jaminan. Sebenarnya mengenai 
pemberian jaminan oleh orang yang mempunyai kewenangan hukum atas 
objek jaminan tersebut belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang 
Jaminan Fidusia. Berbeda dengan Undang-Undang Hak Tanggungan 
yang sudah mengatur secara tegas, dapat terlihat dalam pasal 8 Undang-




10. Asas pelarangan bagi kreditur untuk memiliki benda yang dijadikan 
jaminan fidusia oleh debitur sekalipun hal ini diperjanjikan. Karena 
dalam jaminan fidusia hak yang diperoleh oleh kreditur adalah hak untuk 
menerima pembayaran, bukan memiliki. Asas ini dapat terlihat dalam 
pasal 1 angka 3 jo. pasal 33 Undang-Undang Jaminan Fidusia.  
11. Asas adanya pemberian hak prioritas bagi kreditur yang terlebih dahulu 
mendaftarkan jaminan fidusianya daripada kreditur lainnya. Asas ini 
terlihat dalam pasal 28 Undang-Undang Jaminan Fidusia.  
12. Asas itikad baik dari pemberi fidusia. Itikad baik ini dilakukan dari 
mulai disepakatinya suatu perjanjian sampai dengan pelaksanaan 
perjanjian tersebut.  
13. Asas kemudahan dalam mengeksekusi objek jaminan jika debitur 
wanprestasi. Hal ini dapat terlihat dari adanya irah-irah “Demi Keadilan 
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam sertipikat jaminan 
fidusia.30 
Dapat di simpulkan pemaparan diatas tersebut jelas dapaat dikatakan 
bahwa hak dan kewajiban kreditur adalah sebagai lembaga jaminan atau 
peminjaman untuk memberikan bantuan dana terhadap debitur, dimana hal 
tersebut di daftarkan kepada lembaga penjamin kebendaan yang 
bersangkutan, dan dalam hal ini kreditur berhak menerima jaminan dari 
seorang debitur, dan jika tidak terjadi pelunasan hutang oleh debitur maka 
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kreditur berhak mengeksekusi barang jaminan dengan menjual atau 
menyatakan debitur tersebut pailit karena tidak mampu membayar hutang. 
Sejalan dengan prinsip memberikan kepastian hukum, maka 
UndangUndang Jaminan Fidusia mengambil prinsip pendaftaran jaminan 
fidusia.Pendaftaran tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum 
kepada pemberi dan penerima fidusia maupun kepada pihak 
ketiga.Pendaftaran jaminan. fidusia dilakukan pada Kementrian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia RI.Perlindungan hukum dan kepentingan kreditor dalam 
Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat dilihat pada Pasal 20 
UUJF:“Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan fidusia 
dalam tangan siapapun Bendatersebut berada, kecuali pengalihan atas benda 
persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia”. Sebagai hak kebendaaan, 
maka jaminan fidusia menyandang asas-asas antara lain hak jaminan itu 
mengikuti bendanya (droit de suit), mempunyai kedudukan utama (hak 
preferen) dalam kaitannya dengan adanya kreditor lainnya. 
Pembebanan fidusia diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 10 Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dapat 
dilakukan dengan menggunakan instrumen yang disebut dengan “Akta 
Jaminan Fidusia”. Akta. 
jaminan fidusia ini dibuat dalam bentuk akta otentik, dibuat dihadapan 
Notaris dengan penggunaaan bahasa Indonesia. Menurut pasal 6 Undang-
Undang Jaminan 




1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia 
2. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia 
3. Uraian tentang benda yang menjadi objek jaminan fidusia 
4. Nilai penjaminan dan 
5. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia31 
Adanya kewajiban mendaftarkan jaminan fidusia pada Kementrian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia, menunjukan adanya asas publisitas.Dalam 
pendaftaran tersebut memuat data yang lengkap yang dicantumkan dalam 
akta jaminan fidusia. Pendaftaran tersebut dimaksudkan agar khalayak 
ramai, yang mempunyai kepentingan (pihak ketiga) bisa mengetahuinya, 
terutama beban-beban yang 
 Menindih benda tertentu, dan oleh karena itu daftar yang 
bersangkutan dinyatakan terbuka untuk umum Pasal 18 Undang-Undang 
Jaminan Fidusia dan ketentuan pendaftaran ini diadakan agar dapat 
diketahui oleh pihak ketiga bahwa suatu barang sudah dijaminkan secara 
fidusia, sehingga pihak ketiga yang akan menerima pengalihan hak, berpikir 
kembali untuk menerima pengalihan hak tersebut serta mempunyai akibat 
hukum terhadap pihak ketiga yang menerima pengalihan tersebut. 
Hal ini tentunya tidak menimbulkan masalah apabila hanya terdapat 
satu kreditor yang mempunyai piutang atas diri kreditor, dimana debitor 
tersebut akan memperoleh pelunasan dari semua harta. Dalam hal demikian 
maka kreditor konkuren tidak memperoleh perindungan hukum.Oleh karena 
                                                          




itu agar semua pihak mendapatkan perlindungan hukum benda debitor tanpa 
harus bersaing dengan kreditor lainnya.Keadaan yang demikian tentunya 
telah cukup memberikan perlindungan bagi kreditor dalam pelunasan 
piutangnya apabila debitor wanprestasi. Yang menjadi masalah adalah 
ketika suatu benda jaminan fidusia sudah didaftarkan di Kementrian Hukum 
dan Hak Asasi Manusia (Kemenkuham), namun masih ada debitor yang 
mengalihkan benda yang sudah didaftarkan tersebut atau melakukan fidusia 
ulang kepada kreditor lainnya. 
Hal ini dilakukan agar debitor bisa memperoleh pinjaman dari kreditor 
lainnya supaya bisa memenuhi kebutuhan dalam menjalankan 
usahanya.Dalam jaminan fidusia, peranan itikad baik dari debitor adalah 
sangat penting.Perjanjian jaminan fidusia itu hanya diketahui oleh para 
pihak yang melakukan perjanjian saja, yaitu debitor dan kreditor. Debitor 
yang tidak beritikad baik dapat menyalahgunakan wewenangnya terhadap 
objek yang sudah difidusiakan yaitu melakukan fidusia ulang dengan 
kreditor yang lain, dan pihak kreditor tersebut bersedia melakukan 
perbuatan hukum itu karena menganggap barang yang dikuasai debitor yang 
nantinya akan dijaminkan sekali lagi adalah milik debitor. 
Debitor yang masih menguasai benda jaminan fidusia, maka 
masyarakat umum beranggapan bahwa benda jaminan itu adalah milik 
debitor sesuai dengan Pasal 1977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(KUHPerdata), yang mengatakan bahwa penguasaan (bezit) adalah alas hak 




namun tidak memberi perlindungan kepada para kreditor, terutama kreditor 
yang kedudukannya sebagai kreditor konkuren yang tidak mengetahui 
bahwa benda yang dijaminkan kepadanya telah dibebani fidusia terhadap 
kreditor lain. Hal ini masuk akal, karena prinsip fidusia adalah sebagai 
peralihan penguasaan hak milik (dengan cara kepercayaan), jadi bukan 
hanya sebagai jaminan utang semata. Debitor sudah mengalihkan hak 
kepemilikannya kepada kreditor selama perjanjian pokok (perjanjian kredit, 
perjanjian utang piutang hapus). 
Oleh karena itu, fidusia ulang oleh si pemberi fidusia, baik debitor 
maupun penjamin pihak ketiga, tidak dimungkinkan atas benda yang 
menjadi objek jaminan fidusia, dikarenakan hak kepemilikan atas benda 
tersebut sudah beralih kepada si penerima fidusia. Dalam hal nilai kredit 
hampir sama atau sama dengan nilai benda jaminan, fidusia ulang akan 
sangat merugikan kreditor pertama karena seiring bertambahnya waktu, 
nilai jaminan tersebut akan semakin menurun, sehingga apabila difidusia-
ulangkan akan semakin kecilnya nilainya bila kelak terjadi pailit atau 
debitor wanprestasi terhadap para kreditor. 
 
C. TINJAUAN UMUM TENTANG KREDITUR/PEMEGANG FIDUSIA. 
1. Definisi Kreditur 
Dalam pasal 1 angka (8) bahwa kreditur adalah pihak yang 
mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang. Kreditur juga 




bahwa Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik 
benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia. 
Fidusia adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Romawi, 
“Fides” yang artinya Kepercayaan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 
Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut 
Undang-Undang Jaminan Fidusia). menyebutkan “Fidusia adalah 
pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan 
ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap 
dalam penguasaan pemilik benda”. Kata „kepercayaan‟ mempunyai arti 
debitur percaya bahwa penyerahan „hak milik‟- nya tidak dimaksudkan 
untuk benar-benar menjadikan kreditur sebagai pemilik dari benda yang 
diserahkan oleh debitur dan apabila debitur sudah melunasi kewajiban 
perikatan pokoknya maka benda (objek) jaminannya akan kembali 
menjadi miliknya. 
Menurut A Hamzah dan Senjun Manulang mengartikan fidusia 
adalah suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur), 
berdasarkan perjanjian pokok kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan 
hanya haknya saja secara yuridis dan hanya dimiliki oleh kreditur secara 
kepercayaan saja, sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur tetapi 
bukan lagi sebagai eigennar maupun bezitter, melainkan hanya sebagai 
detentor atau houder dan atas nama kreditur eigenaar. 
 Unsur-Unsur yang tercantum dalam definisi dari A Hamzah dan 




 1. Adanya pengoperan;  
2. Dari pemiliknya kepada kreditur;  
3. Adanya perjanjian pokok;  
4. Penyerahan berdasarkan kepercayaan; 
 5. Bertidak sebagai detentor atau houder. 32 
2. Jenis-Jenis Kreditur 
a. Kreditor Separatis 
Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, 
yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditor ini tidak terkena akibat 
putusan pernyataan pailit, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat 
dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitor. Kreditor pemegang gadai, 
jaminan fidusia, hak tanggungan, dan hipotek atau hak agunan atas 
kebendaan lainnya merupakan karakteristik kreditor separatis. 
Separatis yang dimaksudkan adalah terpisahnya hak eksekusi atas 
benda-benda yang dijaminkan dari harta yang dimiliki debitor pailit. 
Dengan demikian,  kreditor separatis mendapatkan posisi paling utama 
dalam proses kepailitan, sehubungan dengan hak atas kebendaan yang 
dijaminkan untuk piutangnya. Sepanjang nilai piutang yang diberikan oleh 
kreditor separatis tidak jauh melampaui nilai benda yang dijaminkan dan 
kreditor berkuasa atas benda tersebut, maka proses kepailitan tidak akan 
banyak berpengaruh pada pemenuhan pembayaran piutang kreditor 
tersebut. 
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Berdasarkan UUK-PKPU (Undang-Undang Kepailitan – Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang), apabila kuasa atas benda yang dijaminkan 
ada pada debitor pailit atau pada kurator, maka hak esekusi terpisah 
tersebut di atas ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama (90) 
sembilan puluh hari sejak pernyataan pailit dijatuhkan. Sedangkan, jika 
nilai eksekusi benda tersebut ternyata tidak mencukupi untuk menutup 
utang debitor, maka kreditor separatis dapat meminta dirinya ditempatkan 
pada posisi kreditor konkuren untuk menagih sisa piutangnya. 
Oleh karena demi kepastian hukum, hak eksekusi langsung yang 
dimiliki oleh kreditor separatis hanya bisa digunakan dalam jangka waktu 
dua bulan setelah terjadinya keadaan insolvensi. Setelah lewat jangka 
waktu tersebut, eksekusi hanya dapat dilakukan oleh kurator, meskipun 
hak yang dimiliki  kreditor separatis sebagai kreditor pemegang jaminan 
tidak berkurang. Perbedaan proses eksekusi tersebut akan berakibat pada 
perlu tidaknya pembayaran biaya kepailitan dari hasil penjualan benda 
yang dijaminkan. 
b. Kreditor Preferen 
Kreditor preferen adalah kreditor yang memiliki hak istimewa atau 
hak prioritas. UUK-PKPU menggunakan istilah hak-hak istimewa, 
sebagaima yang diatur dalam KUH Perdata. Hak istimewa mengandung 
makna “hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang 





Berdasarkan ketentuan KUH Perdata, ada dua jenis hak istimewa, 
yaitu hak istimewa khusus dan hak istimewa umum. Hak istimewa 
khusus adalahhak yang menyangkut benda-benda tertentu, sedangkan 
hak istimewa umum berarti menyangkut seluruh benda,  sesuai dengan 
KUH Perdata pula, hak istimewa khusus di dahulukan atas hak istimewa 
umum. 
c. Kreditor Konkuren 
Kreditor konkuren adalah kreditor yang harus berbagi dengan para 
kreditor lainnya secara proporsional (pari passu), yaitu menurut 
perbandingan besarnya masing-masing tagihan, dari hasil penjualan 
harta kekayaan debitor yang tidak dibebani dengan hak jaminan. Istilah 
yang digunakan dalam Bahasa Inggris untuk kreditor konkuren adalah 
unsecured creditor. 
Kreditor ini memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh 
hasil penjualan harta kekayaan debitor, baik yang telah ada maupun 
yang akan ada dikemudian hari setelah sebelumnya dikurangi dengan 
kewajiban membayar piutangnya kepada kreditor pemegang hak 
jaminan dan para kreditor dengan hak istimewa. 
 
d. Pengertian Debitur  
Dalam Pasal 1 angka 9 (sembilan) Undang-Undang Nomor 42 tentang 





utang karena perjanjian atau undang-undang. Adapun pengertian lain 
tentang deditur adalah pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya 
dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk 
dibayar kembali pada masa yang akan datang. 
Pemberian pinjaman kadang memerlukan juga jaminan atau agunan 
dari pihak deditur. Jika seorang debitur gagal membayar pada tenggang 
waktu yang dijanjikan, suatu proses koleksi formal dapat dilakukan yang 
kadang mengizinkan penyitaan harta milik debitur untuk memaksa 
pembayaran. Terkait dengan uraian diatas tersebut, Debitur merupakan 
pihak atau orang, badan hukum yang memiliki kewajiban berupa hutang 
kepada pihak lain (kreditur) yang mana kewajibanya tersebut memiliki 
jangka waktu dalam pelaksanaannya. Adapun kewajiban Debitur tersebut 
berupa pembayaran yang harus dilaksanakannya dalam jangka waktu 
tertentu sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan para pihak. 
Dalam perjanjian timbul suatu hubungan hukum antara dua pihak 
antara debitur dan kreditur yang dinamakan perikatan. Hubungan hukum 
yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh 
hukum dan undang-undang. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak 








3. Hak dan Kewajiban Kreditur  
Di atas telah dikatakan bahwa kreditur adalah orang yang memiliki 
piutang. Dalam hal ini orang yang memiliki piutang dapat berupa orang 
orang atau badan hukum, Bank, Lembaga Pembiayaan, Atau Lembaga 
Penjamin Lainnya. Dalam hal ini hak maupun kewajiban dari kreditur 
adalah memberikan pinjaman kepada seorang debitur berupa uang atau 
mungkin modal untuk sebuah usaha dari debitur atau penggunaan lain 
yang akan digunakan dari pinjaman uang tersebut. 
Dalam hal ini hak kreditur mempunyai kewajiban membantu siapa 
saja yang akan melakukan pinjaman. Dan sebagai gantinya kreditur berhak 
menerima jaminan benda bergerak  atau benda berharga milik debitur 
sebagai jaminan kepada kreditur untuk melakukan pelunasan hutangnya. 
Dalam hal lembaga peminjaman adalah Gadai maka benda yang berharga 
sebagai jaminannya seperti emas.  
Dalam hal jaminan fidusia yang merupakan perjanjian khusus yang 
diadakan antara debitur dan kreditur untuk memperjanjikan hal-hal sebagai 
berikut: 
 1. Jaminan yang bersifat kebendaan, yaitu adanya benda tertentu yang 
dijadikan agunan. 
2. Jaminan yang bersifat perorangan atau personlijk yaitu adanya orang 
tertentu yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi debitur jika 
debitur cidera janji.33 
                                                          




Sedangkan Hak dan kewajiban penerima fidusia/Kreditur, antara 
lain: 
 1. Berhak mengawasi benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagai 
pemilik atas barang jaminan tersebut.  
2. Berhak menjual benda yang menjadi objek jaminan atas kekuasaannya 
sendiri melalui pelelangan umum apabila pemberi fidusia wanprestasi 
(Pasal 15 a yat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia).  
3.Berhak mengambil pelunasan dari hasil penjualan barang jaminan tersebut 
(Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undan g-Undang Jaminan Fidusia).  
4. Sedangkan kewaji bannya adalah memberikan kekuasaan kepada pemberi 
fidusia untuk menggunakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia 
(Pasal 1 angka (1) Undang - Undang Jaminan Fidusia).  
5. Wajib mengembalikan sisa atau kelebihan atas hasil penjualan barang yang 
menjadi objek jaminan fidusia (Pasal 34 a yat (1) Undang-Undang Jaminan 
Fidusia). 34 Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia menentukan 
bahwa “pem beri fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau 
menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia 
yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis 
terlebih dahulu dari penerima fidusia”. Apabila ternyata debitur tetap lalai 
sehingga kreditur harus mengeksekusi objek jaminan maka debitur wajib 
menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan tersebut untuk dapat 
dieksekusi.  
                                                          





Setelah objek jaminan diesksekusi dan mendapatkan hasil maka 
jika hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan wajib untuk dikembalikan 
kedebitur. Begitu pula sebaliknya, jika hasil eksekusi tidak cukup maka 
sudah merupakan  kewaji ban debitur untuk tetap bertanggungjawab atas 
utang yang belum terba yar tersebut. Diaturnya hak dan kewaji ban antara 
penerima dan pemberi fidusia dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia 
maka akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak, selama para 
pihak menjalankan kewajiban-kewajibannya secara bertanggungjawab dan 
dengan itikad baik sesuai dengan yang disepakati bersama maka hak-hak 
para pihak pun akan terpenuhi. 
 
C.   Tinjauan tentang Mahkamah Konstitusi. 
1. Pengertian Mahkamah Konstitusi 
Istilah Kostitusidari kata Constituer (bahasa Perancis) yang berarti 
membentuk. Kini yang dibentuk ialah suatu negara, maka konstitusi 
mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Maka 
dapat dimengerti, bahwa bahasa Belanda mempergunakan perkataan 
grondwet yang berarti suatu undang-undang yang menjadi dasar (grond) 
dari segala hokum dan bahwa Indonesia mempergunakan perkataan Undang 
Undang Dasar seperti “Grondwet” tadi. 35 
Menurut Miriam Budiarjo, Konstitusi adalah piagam yang 
menyatakan tentang cita-cita suatu bangsadan dasar organisasi suatu bangsa. 
                                                          





Didalamnya berisi berbagai peraturan pokok dan utama yang berhubungan 
dengan pembagian kekuasaan, cita-cita negara, ideologi negara, undang-
undang, kedaulatan masalah politik, ekonomi dan lain sebagainya. 
Menurut Richard S. Kay, Konstitusi adalah pelaksanaan dari aturan-
aturan hukum atau rule of law dalam hubungan antara masyarakat dengan 
pemerintahan. Konstitualisme menciptakan situasi yang bisa memupuk rasa 
aman karena adanya batasan pada wewenang pemerintah yang sudah 
ditetapkan lebih awal.36 
Mahkamah konstitusi adalah sebuah lembaga Negara yang 
berwewenang melakukan constitucional (judicial review, atau spesificnya 
yaitu melakukan constitucional reviw) Undang-Undang terhadap Undang-
Undang Dasar serta tugas khusus yang lain yaitu forum Previlegiatum atau 
peradilan yang khusus untuk memutus pendapat DPR bahwa 
Presiden/Wakil Presiden sudah tidak dapat memenuhi syarat serta memutus 
pendapat DPR bahwa Presiden telah melanggar hal-hal tertentu yang 
disebutkan dalan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sehingga dapat 
diberhentikan. 37 
Mahkamah Konstitusi merupakan suatu lembaga negara yang 
terbentuk setelah dilakukannya amandemen ketiga terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). 
Mahkamah konstitusi menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 
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Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berfungsi 
menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga 
konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan 
kehendak rakyat dan cita demokrasi. 
 Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa dalam kontek ketatanegaraan, 
Mahkamah Konstitusi dikonstruksiskan sebagai pengawal konstitusi yang 
berfungsi menegakkan keadilan konstitusional ditengah kehidupan 
masyarakat, Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar 
konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara 
konsisten dan bertanggung jawab.38 
Dari pendapat para ahli diatas dapat di simpulkan bahwa Mahkamah 
Konstitusi Konstitusi sebagai landasar bertindak dari pemerintah 
pembuatannya memang harus didasarkan pada latar belakang masyarakat 
sebuah negara dan dikaitkan dengan tujuan jangka panjang yang hendak 
dicapai sebuah Negara tersebut. Dengan demikian landasan filosofisnya 
harus jelas dan sesuai keinginan pemerintah atas dasar kehendak rakyat, 
karena merupakan cerminan keinginan yang akan dicapai yang nantinya 
akan harus diikuti tahapan-tahapan usaha untuk pencapaiannya. 
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2. Wewenang Mahkamah Konstitusi 
Dalam ketentuan Pasal 24 C ayat (1) dan 24 C ayat (2) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945), Mahkamah 
Konstitusi memiliki kewenangan sebagai berikut :  
1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang 
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan 
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 
Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus sengketa 
tentang hasil Pemilu.  
2) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran Presiden 
dan/atau Wakil Presiden menurut UndangUndang Dasar. 
 Jadi kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)  adalah 
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final 
untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus 
sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh 
Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus 
sengketa tentang hasil Pemilu. Serta Mahkamah Konstitusi memiliki 
kewajiban memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR)  mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden 




Kemudian dalam Pasal 10 Undang –Undang Mahkamah Konstitusi 
diatur secara khusus wewenang dari Mahkamah Konstitusi sebagai berikut : 
 1) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia 1945.  
 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 
diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 
3) Memutus pembubaran partai politik.  
4) Memutus sengketa tentang hasil Pemilu. 
5) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden 
diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan 
terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau 
perbuatan tercela, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden 
dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
 Jika dilihat dari ketentuan Pasal diatas maka wewenang yang dimiliki 
oleh Mahkamah Konstitusi tidak jauh berbeda dengan kewenangan yang 
telah diperintahkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, tetapi dalam ketentuan Pasal diatas kewajiban 
Mahkamah Konstitusi dijelaskan secara lebih rinci, dimana Mahkamah 
Konstitusi berkewajiban untuk memberi putusan atas pendapat Dewan 




telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, 
korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan 
tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden 







HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pengaturan Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang 
Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-
XVII/2019.  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 
Jaminan Fidusia, Pasal 1 angka 1 memberikan definisi mengenai “fidusia” 
sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan 
dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan 
tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.  
Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum 
dalamperundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan 
berwibawa,sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat 
menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu 
peraturan yang harus ditaati. Kepastian memberikan kejelasan dalam 
melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu perjanjian/kontrak 
sewa menyewa, dalam bentuk prestasi bahkan saat perjanjian tersebut 
wanprestasi atau salah satu pihak ada yang dirugikan maka sanksi dalam 
suatu perjanjian/kontrak tersebut harus dijalankan sesuai kesepakatan para 
pihak baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan. Demi 
kepastian berfungsinya objek fidusia sebagai jaminan utang.39 
                                                          




Pemberi Fidusia dilarang untuk melakukan perbuatan hukum apa 
pun terhadap objek fidusia selama perjanjian fidusia masih berlangsung 
tanpa adanya persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia. Hal tersebut 
ditegaskan dalam Pasal 36 UU No. 42/1999. Pasal 36 UU No. 42/1999 
menentukan: Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau 
menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan 
tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 
50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah. 
Bahwa objek fidusia di dalam praktik hanya diberlakukan terhadap 
barang bergerak (bukan barang tetap) adalah juga sesuai dengan putusan 
Mahkamah Agung RI tanggal 1 September 1971, menyatakan bahwa 
hanya benda-benda bergerak saja yang dapat dijadikan objek jaminan 
fidusia. 
Hak Kreditur Atas Benda Yang Dijaminkan Secara Fidusia. 
Kreditur, yaitu Penerima Fidusia, menurut Pasal 15 ayat (3) UU No. 
42/1999 mempunyai hak “untuk menjual benda yang menjadi objek 
jaminan atas kekuasaannya sendiri”. Frasa dalam Pasal 15 ayat (3) UU No. 
42/1999 tersebut di atas yang berbunyi: “atas kekuasaannya sendiri” tidak 
keliru apabila dimaknai bahwa hak untuk menjual tersebut memberikan 
hak mutlak kepada Kreditur untuk menjual objek fidusia tanpa putusan 




ketentuan sepanjang objek fidusia telah dengan sukarela diserahkan oleh 
Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia (Kreditur). Tetapi apabila 
Pemberi Fidusia tidak bersedia memberikan objek fidusia secara sukarela 
kepada Penerima Fidusia (Kreditur), yaitu karena berbagai sebab/alasan, 
maka Penerima Fidusia (Kreditur) dilarang mengambil paksa objek fidusia 
dari tangan Pemberi Fidusia (Debitur).Apabila hal tersebut dilakukan 
demikian oleh Penerima Fidusia (Kreditur) maka menurut hukum 
Penerima Fidusia dianggap telah melakukan “perbuatan main hakim 
sendiri” (eigenrichting) yang dilarang oleh undang-undangan.40 
Perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting) tidak dapat 
dibenarkan di dalam suatu negara hukum seperti Indonesia sebagaimana 
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa “Negara Indonesia adalah 
negara hukum”Apabila Pemberi Fidusia tidak bersedia dengan sukarela 
objek fidusia kepada Penerima Fidusia karena alasan-alasan tertentu, maka 
agar Penerima Fidusia (Kreditur) dapat menegakkan haknya dengan tidak 
melakukan “perbuatan main hakim sendiri” (eigenrichting), Penerima 
Fidusia (Kreditur) wajib menempuh jalan yang ditentukan dalam Pasal 
196 dan Pasal 197 HIR, yaitu mengajukan permohonan eksekusi Sertifikat 
Fidusia kepada Ketua Pengadilan Negeri. 
Ketentuan Hukum Tentang Eksekusi Putusan Hakim Yang Telah 
Memiliki Kekuatan Hukum Tetap & Hubungannya Dengan Sertifikat 
Jaminan Fidusia Pelaksanaan putusan perdata yang telah memiliki 
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kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisde) diatur dalam Reglement 
Indonesia Yang Diperbarui (HIR) yaitu dalam Pasal 195 s.d Pasal 224 dari 
Bab IX Bagian V. 
Berikut penulis tuliskan beberapa amar putusan dari Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menjadi benang 
merah dari putusan tersebut, antara lain: 
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;  
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 
tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama 
dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 
“terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji 
(wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek 
yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur 
hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus 
dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan 
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;  
3. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 




Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) 
sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak 
ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan 
antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan 
telah terjadinya cidera janji”. 
Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 
tentang Jaminan Fidusia, benda yang dijadikan jaminan fidusia wajib 
untuk didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia di kantor Kementerian 
Hukum dan HAM. Permohonan pendaftaran dilakukan oleh penerima 
fidusia (Pasal 13 ayat (1). Setelah dilakukan pendaftaran, kantor 
pendaftaran fidusia menerbitkan sertifikat  jaminan fidusia yang sama 
dengan tanggal penerimaan permohonan fidusia (Pasal 14 Undang-Undang 
Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pada serifikat jaminan 
fidusia terdapat kata-kata” Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa” (Pasal 15 ayat 1). Sertifikat jaminan fidusia mempunyai 
kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah 
berkekuatan hukum tetap (Pasal 15 ayat 2). Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) 
apabila penerima fidusia tidak mendaftarkan jaminan pendaftaran fidusia 
pada kantor pendaftaran fidusia, maka jaminan fidusia tersebut tidak 
mempunyai kekuatan eksekutorial dan tidak dapat dilakukan eksekusi 




Jadi pendaftaran fidusia bertujaun untuk melindungi kepentingan 
kreditur sebagai penerima fidusia apabila debitur pemberi fidusia 
melakukan wanprestasi, kreditur dapat melakukan eksekusi secara paksa 
terhadap objek jaminan fidusia. 41 
Sebelum berlakunya Putusan MK Nomor 18/ PUU-XVII/ 2019, 
eksekusi jaminan fidusia diatur berdasarkan Pasal 29 ayat (1) menyatakan, 
eksekusi terhadap jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara;  
a, pelaksanaan titel eksekutorial, pada sertifikat sertifikat fidusia terdapat 
kata-kata “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhaann yang Maha Esa” 
mempunyai kekuatan eksekutorial sama dengan putusan pengadilan 
yang berkekuatan hukum tetap: 
 b. penerima fidusia atau kreditur dapat melakukan penjualan benda yang 
menjadi jaminan objek jaminan atas atas kekuasaan penerima fidusia 
melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasannya piutanganya 
dari hasil penjualan; 
 c. Dan penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan 
kesepakatan pemberi dan penerima fidusia dengan cara demikian 
diperoleh dengan harga yang tertinggi yang,menguntungkan kepada 
para pihak. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) tersebut diatas 
disimpulkan, bahwa eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan 
dengan 3 (cara) cara yaitu: pelaksananaan titel eksekutorial, 
penjualan benda objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima 
                                                          




fidusia dan penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan 
kesepakatan pemberi dan penerima fidusia dengan cara demikian 
dapat diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan kepada 
para pihak. 
 
B. Hambatan dan Upaya Penyelesaian Pasca Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.  
Dengan terbitnya Putusan MK Nomor 18/PUU/XVII/2019) 
membawa perubahan baru terhadap tata cara pelaksanaan eksekusi objek 
jaminan. Penerima fidusia atau kreditur tidak dapat lagi melakukan 
eksekusi objek jaminan secara sepihak, bertindak sewenang –wenang, 
secara paksa mengunakan jasa deb kolektor menarik objek jaminan dari 
tangan debitur atau pemberi fidusia yang cidera janji. 
 Maka dapat penulis simpulkan bahwa Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 memberikan dampak pada orang 
yang sebagai subyek hukum atau badan hukum atau kreditur. Beberapa 
dampak yang diangap merugikan kreditur antara lain : 
a. Proses Eksekusi Memakan Waktu dan Biaya 
 Terkait dengan tahapan, maka terdapat 11 (sebelas) tahapan yang 





Mediasi, yang merupakan tahapan dimana hakim akan menunjuk mediator 
untuk mendamaikan para pihak. Biasanya jangka waktu mediasi tersebut 
adalah 30 (tiga puluh) hari; 
Adapun tahapan-tahapan berperadilan di pengadilan dalam acara 
perdata adalah yang pertama Pembacaan Gugatan oleh Pihak Penggugat, 
Eksepsi dan Jawaban dari Pihak Tenggugat. Apabila diinginkan, Pihak 
Tergugat dapat mengajukan gugatan rekonvesi (gugatan balik) terhadap 
Penggugat, Replik dari Pihak Penggugat, Duplik dari Pihak Tergugat; 
Putusan Sela, apabila terdapat Eksepsi berkaitan dengan Kompetensi 
Absolut (Kewenangan Mengadili Suatu Pengadilan), Pemeriksaan 
Setempat (PS), apabila kasusnya  berkaitan dengan perkara tanah/lahan, 
Pembuktian dari Pihak Penggugat dengan mengajukan Bukti Tertulis, 
Keterangan Saksi atau Keterangan Ahli, Pembuktian dari Pihak Tergugat 
dengan mengajukan Bukti Tertulis, Keterangan Saksi atau Keterangan 
Ahli, Kesimpulan dari pihak Penggugat dan Tergugat, Putusan Pengadilan, 
merupakan tahapan dimana Hakim mengambil suatu putusan terhadap 
perkara yang diadili. Terdapat 4 (empat) kemungkinan putusan yaitu : (1) 
Putusan dikabulkan Keseluruhan, (2) Putusan dikabulkan Sebagian, (3) 
Putusan Tidak Dapat Diterima, dan (4) Putusan Ditolak.42 
Apabila mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 
Nomor 2 Tahun 2014, maka jangka waktu penyelesaian sengketa perdata 
di Pengadilan Negeri  dengan tahapan-tahapan sebagaimana disebutkan 
                                                          
42 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, cetakan ke-V, PT Citra Aditya Bakti, 




diatas adalah 5 (lima) bulan. Penyelesaian perkara pada tingkat pertama / 
Pengadilan Negeri paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan, 
Penyelesaian perkara pada tingkat banding / Pengadilan Tinggi paling 
lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, Ketentuan waktu sebagaimana pada 
angka 1 dan 2 diatas termasuk penyelesaian minutasi, Ketentuan tenggang 
waktu di atas tidak berlaku terhadap perkara-perkara khusus yang sudah 
ditentukan peraturan perundang-undangan.43 
b. Proses Eksekusi Melalui Pengadilan Menimbulkan Itikad Tidak Baik 
Debitur dan Calon Debitur. 
Perbuatan wanprestasi yang sering dilakukan oleh debitur adalah 
melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan , yaitu 
dengan mengalihkan objek Jaminan Fidusia yang bukan merupakan benda 
persediaan kepada pihak ketiga tanpa adanya persetujuan tertulis dari 
kreditur. Apabila debitur tidak memenuhi kewajiban atau melakukan 
wanprestasi, kreditur dapat menarik benda Jaminan Fidusia untuk dijual 
guna menutupi utang debitur. Tindakan tersebut bukan merupakan 
perbuatan hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang Jaminan 
Fidusia bahkan debitur mempunyai kewajiban untuk menyerahkan benda 
Jaminan Fidusia tersebut kepada kreditur untuk dapat dijual. 44 
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Di dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia:  
dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain 
benda yang menjadi objek Jaminan Fidusa yang tidak merupakan benda 
persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis dengan kreditur Apabila 
debitur mengalihkan objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda 
persediaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis maka akibat 
hukum yang ditimbulkan yaitu berupa perbuatan Wanprestasi serta Sanksi 
Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Jaminan 
Fidusia. Dalam prakteknya, seringkali debitur tetap melakukan 
mengalihkan objek Jaminan Fidusia. 
Dalam asas equality before the law (persamaan di depan hukum) seperti 
yang dianut oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tersebut menjadi  dasar 
perlindungan bagi warga negara agar diperlakukan sama dihadapan hukum 
dan pemerintahan. Dalam amar putusan MK No.18/PUU-XVII/2019, MK 
hanya merumuskan solusi praktik terkait pelaksanaan eksekusi, mestinya 
hal itu cukup diselesaikan melalui peradilan umum karena substansi yang 
dipersoalkan menyangkut teknis hukum. 45 
Menurut penulis perlu dipastikan lebih dulu mengenai, apakah 
dalam jaminan fidusia tersebut telah mencerminkan asas kepastian hukum 
dan rasa keadilan berupa telah adanya keseimbangan hak hukum antara 
debitur (penerima jaminan) dan kreditur (pemberi jaminan). 
                                                          





c. Peningkatan Permohonan Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan di 
Pengadilan. 
Pada bagian pertimbangan, Mahkamah Konstitusi menyatakan 
ketentuan dalam norma Pasal 15 ayat (3) merupakan lanjutan dari 
ketentuan norma Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999. Secara 
substansial, itu merupakan konsekuensi yuridis akibat adanya ‘titel 
eksekutorial’ dan ‘dipersamakannya sertifikat jaminan fidusia dengan 
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap’. Padahal, jelas 
Teddy Anggoro, ada perbedaan kedua pasal tersebut. Pasal 15 ayat (1) dan 
ayat (2) mengatur tentang eksekusi riil titel eksekutorial; sedangkan Pasal 
15 ayat (3) mengatur tentang parate eksekusi. 
Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa apabila pemberi hak 
fidusia (debitor) tidak mengakui adanya cidera janji atau wanprestasi dan 
keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka 
penerima jaminan fidusia (kreditor) tidak boleh melakukan eksekusi 
sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi ke 
pengadilan negeri. 
Mahkamah tercampur mengenai cara eksekusi jaminan fidusia 
yang diberikan Undang-Undang. “Kalau eksekusi riil titel eksekutorial 





d. Masyarakat Sulit Mendapat Kredit Jika Objek Jaminan Bernilai 
Rendah. 
Dalam menerima jaminan kredit harus puladipatuhi ketentuan 
peraturan perundang-undangan lain yang termasuk dalam lingkup 
hukum jaminan yang mengatur, antara lain tentang prinsip-prinsip hukum 
jaminan,sifat, dan bentuk jaminan utang. Salah satu fungsi jaminan kredit 
adalah untuk mengamankan pembayaran kembali kredit bila debitur ingkar 
janji. 
 Setelah putusnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-
XVII/2019, telah memberikan dampak terhadap kreditur dan debitur. 
Dimana badan pembiayaan akan melakukan spekulasi, dengan 
mempertimbangkan apakah debitur patut dan layak sebagai penerima 
piutang. Karena agar terciptanya ekonomi yang sehat dan menguntungkan 
bagi badan pembiayaan.  
 Jadi jikalau obyeknya tidak sesuai dengan pengeluaran daripada 
resiko dari kemudian hari, maka banyak sekali lembaga pembiayaan yang 
menolak untuk menjadi debitur atau memberikan biaya/utang kepada 







e. Stigma Perusahaan Pembiayaan Tidak Lagi Berhak Melakukan 
Eksekusi Langsung Tanpa PutusanPengadilan 
 Bahwa penulis sudah sampaikan di atas dimana pada Pasal 15 ayat 
(2) dimana dikatakan bahwa mekanisme dan prosedur hukum dalam 
pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan 
berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah 
berkekuatan hukum tetap” 
Timbulnya kredit macet, tanpa dilakukan dengan penyelesaian 
yang intensif dan cara-cara yang tepat dalam perjalanannya bahkan akan 
menimbulkan masalah baru, persoalan lain yang dihadapi oleh pemegang 
fidusia selaku kreditur dalam menggunakan jaminan fidusia sebagai media 
penjaminan adalah mengenai eksekusi hak tanggungan jika Debitur 
wanprestasi (tidak dapat memenuhi isi perjanjian) kredit yang diterimanya 
menjadi macet, berbagai permasalahan timbul pada saat menyelesaikan 
kredit macet tersebut, implementasi pasal mengenai eksekusi Jaminan 
Fidusia tidak seperti apa yang diharapkan, gugatan atau perlawanan yang 
timbul dari pihak debitur maupun pemilik jaminan dapat menghambat 
proses eksekusi jaminan fidusia, karena harus menunggu penetapan atau 
putusan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap, sehingga tujuan Jaminan fidusia sebagai sistem 
jaminan yang mudah untuk eksekusinya tidak dapat tercapai karena pihak 




perdata yang memakan waktu yang cukup lama dan dengan biaya yang 
besar. 
Dalam penyelesaian kredit macet, Pengadilan yang merupakan 
mediaterakhir bagi para pencari keadilan, tidak senyatanya dapat memberi 
keadilan,hal tersebut inilah yang membuat para pelaku bisnis khususnya 
badan pembiayaan enggan menempuh jalur tersebut selain karena proses 
yang berbelit-belit,memakan waktu yang panjang, mengelurkan biaya 
yang cukup besar, serta menimbulkan efek negatif dari nama baik badan 
pembiayaan itu sendiri. 
f. Mengganggu Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan 
Pembiayaan 
 Perkembangan industri Perusahaan pembiayaan saat ini semakin 
kompleks dan bersifat dinamis. Hal tersebut berpengaruh pada risiko yang 
dihadapi oleh badan pembiayaan sehingga diperlukan metode penelitian 
Tingkat Kesehatan badan pembiayaan yang dapat mencerminkan kondisi 
badan pembiayaan saat ini dan pada waktu yang akan datang. Badan 
Pembiayaan wajib memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan 
dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam 
melaksanakan kegiatan usaha dengan menggunakan pendekatan risiko 
secara individual agar mencerminkan kondisi dan kinerja Perusahaan yang 
merupakan sarana bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam menetapkan strategi 




Keuangan Nomor 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan 
Lembaga Jasa Keuangan NonBank yang telah diperbaharui melalui 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2020 tentang 
Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan NonBank. 46 
Berorientasi risiko, dalam hal ini tingkat kesehatan Badan 
Pembiayaan didasarkan pada risiko dan dampak yang ditimbulkan pada 
kinerja Badan Pembiayaan secara keseluruhan dengan mengidentifikasi 
faktor internal dan eksternal yang dapat meningkatkan risiko atau 
mempengaruhi kinerja keuangan Badan Pembiayaan pada saat ini dan 
masa yang akan datang. Dengan prinsip ini, Badan Pembiayaan 
diharapkan mampu mendeteksi secara lebih dini akar permasalahan 
tersebut, serta mengambil langkah-langkah dan perbaikan secara efektif 
dan efisien. 
Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam 
memenuhi kewajiban kepada Badan Pembiayaan yang pada umumnya 
terdapat ada seluruh aktivitas yang kinerjanya bergantung pada kinerja 
debitur, kinerja pihak lawan (counterparty), dan/atau penerbit (issuer). 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. KESIMPULAN 
Bahwa kesimpulan yang dapat penulis ambil dari pembahasan di atas 
adalah : 
1. Bahwa Kekuatan Eksekutorial yang tertuang pada pasal 15 (1) Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang fidusia, telah Menghapuskan 
Kekuatan Eksekutorial pada Pemegang Fidusia, yang mengharuskan 
Kreditur mengajukan permohonan atau gugatan kepada pengadilan atas 
terjadinya keridit macet atau wanprestasi oleh debitur. 
2.Bahwa lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-
XVII/2019 ini tentu memberi dampak kepada berbagai pihak yang 
berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak 
langsung.Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mensyaratkan 
adanya kesepakatan cidera janji serta kerelaan debitur untuk 








Maka berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, melalui penelitian 
ini maka penulis memberi saran sebagai berikut: 
1. Dengan adanya putusan tersebut, ke depan pengadilan negeri sudah 
harus siap-siap membangun mekanisme eksekusi yang mudah dan 
transparan. Diharapkan pula segera ada pengadilan yang sangat 
responsif menangani sengketa antara kreditur dengan debitur; 
2. Dengan jumlah lembaga pembiayaan yang tidak sedikit di masyarakat 
dengan potensi sengketa akibat adanya putusan Mahkama Konstitusi, 
pengadian harus cukup memiliki sumber daya untuk mengurusi 
sengketa antara kreditur dan debitur; 
3. Untuk masyarakat harus lebih memahami teknis dalam melakukan 
pembiayaan, sehinggatidak terjadi kredit macet yang mengakibatkan 
eksekusi pada jaminan fidusianya; 
4. Bagi perusahaan yang memberikan produk pembiayaan juga harus 
mengikuti sesuai perjanjian yang telah disepakati antara kreditur dan 
debitur, supaya tidak terjadi kesalahpahaman yang mengakibatkan 







Andi Prajitno, 2011, Hukum Fidusia: Problematika Yuridis Pemberlakuan 
UndangUndang No. 42 Tahun 1999, Bayumedia Publishing, Malang, hal. 
177. 
 
Andreas Albertus, 2010. “Hukum Fidusia”, Penerbit Selaras, Malang.  
 
Daeng Naja, 2005, Hukum Kredit Dan Bank Garansi, PT Citra Aditya Bakti, 
Bandung, hal. 289. 
 
H.Salim HS., 2004, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, PT Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, Hal 56. 
 
L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 1985. 
 
Lili Rasyidi, Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu? , Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 1985, hlm. 3. 
 
Maruar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Sinar 
Grafika, Jakarta, hal.8. 2011 
 
Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Ilmu Hukum, Alumni, hal.4, 2009. 
 
Moh. Mahfud, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, 
Hal. 118, Rajawali Press. 2011. 
 
Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, 
Surabaya, 1987, hlm. 25 
 
Riduan Syahrani, 2009, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya 
Bakti, hlm 18.  
 
Salim, Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 
2010, hal 46. 
 
Saut P. Panjaitan, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Asas, Pengertian, dan Sistematika). 
Palembang: Universitas Sriwijaya, hlm. 57, 1998. 
 
Wawan Muhwan Hairi, Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Setia,hal.22, 2012. 
Wirjono Projodikoro, Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia, Dian rakyat, 





Zainal Asikin, Pengantar Ilmu Hukum, Rajawali Pers, hal. 10, 2011. 
 
Peraturan Perundang-Undangan : 
 Undang-Undang Dasar Negara Republlik Indonesia, Tahun 1945. 
 
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. 
 
 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Tentang Jaminan Fidusia. 
 
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
 
Herzien Inlandsch Reglement (HIR) 
Rechtreglement voor de Buitengewesten (Rbg) 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 
 
Jurnal. 
Benedhicta Desca Prita Octalina, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban 
Eksploitasi Ekonomi, http://e-journal.uajy.ac.id/7178/1/JURNAL.pdf, 
Diakses pada tanggal 14 Januari 2021 




http://repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.html, Diakses Pada Tanggal 
14 Januari 2021. 
 
http://digilib.unila.ac.id/6226/13/BAB%2011.pdf. Diakses Pada tanggal 30 Juni 
2018 Pukul 18.00 WIB 
 








https://kbbi.web.id/perlindungan, diakses pada tanggal 14  Januari 2021. 
 
http://seputarpengertian.blogspot.com/2014/01/seputar-pengertian-





DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
Nama       : Siti Mariam Maranata.  
NPM      : 5117500033. 
Tempat/Tanggal Lahir    : Tegal, 30 Desember 1998. 
Program Studi     : Ilmu Hukum. 
Alamat  : Jl. Pantura Sidaharja Km.11, 
  Rt.26, Rw.10, Desa Sidaharja 
Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. 












    1 
 









































(Siti Mariam Maranata) 
 
 
